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Lampiran I Kuesioner Penelitian 

KUESIONER PENELITIAN 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN 

ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA 

UTARA 

Yth. Bapak/Ibu Responden 

 Kami memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu sejenak 

guna mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini dibuat untuk meneliti “Faktor-faktor 

Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja 

Utara”. Informasi Bapak/Ibu sangat berguna bagi penelitian ini, karena Bapak/Ibu 

adalah orang yang tepat untuk mengutarakan pengalaman dan pendapat mengenai 

hal ini. Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan dengan 

jujur dan benar. 

 Sesuai dengan kode etik penelitian, jawaban Bapak/Ibu akan Kami jaga 

kerahasiaannya. Atas waktu dan kerja sama Bapak/Ibu Anda ucapkan Terimah 

kasih. 

 

Peneliti 

 

 

JEMI DUMA 

A042182012 
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A. Identitas Responden 

Petunjuk A: Isilah titik-titik dibawah ini. 

 

Petunjuk B: 

Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan kondisi yang 

terjadi di OPD/SKPD dimana Saudara bekerja berdasarkan keterangan jawaban 

pilihan seperti di bawah ini: 

 

Keterangan I:  

 

 

 

 

 

Keterangan II:  

 

 

 

 

 

 

1

. Nama : ..................................................................................... 

2

. JenisKelamin : Laki-laki / Perempuan  

3

. Jabatan : (PPK, PPTK, PP SPM dan Bendahara Pengeluaran) 

4

. Lama Bekerja : .................................... Tahun 

5

. Pendidikan : (S3, S2, S1, Diploma, SLTA, Lainnya)* .................... 

6

. Bid. Pendidikan : ....................................................................................... 

7

. Satuan Kerja : ....................................................................................... 

8

. Alamat Email* : ........................................................................................ 

STS : Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

KS : Kurang Setuju 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

TP : Tidak Pernah 

P : Pernah 

KK : Kadang-kadang 

SR : Sering 

SL : Selalu 
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1. Penyerapan Anggaran (Y) 

No Pernyataan SS S KS S STS 

1. 
Rerata tingkat penyerapan anggaran 

SKPD setiap tahun lebih besar dari 90% 

     

2. 
Tingkat penyerapan anggaran meningkat 

dari tahun sebelumnya 

     

3. 
Realisasi anggaran selalu sinkron dengan 

anggaran yang telah disusun sebelumnya 

     

4.  
Penyusunan dan Perubahan Anggaran 

melibatkan semua perangkat SKPD 

     

5.  
Prosedur pencairan anggaran lebih simpel 

dari tahun sebelumnya 

     

 

2. Dokumen Perencanaan (X1) 

No Pernyataan SS S KS S STS 

1 

Proses perencanaan selalu melibatkan 

pemangku kepentingan (Desa/Kelurahan. 

Kecamatan, SKPD, DPRD) 

     

2 

PEMKAB selalu mensosialisasikan 

program dan kegiatan strategis tahunan 

kepada pemangku kepentingan 

(Desa/Kelurahan. Kecamatan, SKPD, 

DPRD) sebelum dilakukan Musrenbang 

     

3 

Penyusunan program dan kegiatan tahun 

berkenan selalu mempertimbangkan 

capaian tahun sebelumnya 

     

4 RKPD selalu disusun berdasarkan RPJMD      

5 

Pembahasan RAPBD dan APBD selalu 

tepat waktu sebagaimana yang 

diamanahkan pemerintah 

     

 

3. Regulasi (X2) 

No Pernyataan SS S KS S STS 

1. 
Pengguna anggaran memahami regulasi 

mengenai keuangan daerah 

     

2. 
Kepala SKPD/OPD selalu memotivasi untuk 

mempelajari regulasi keuangan daerah 

     

3. 
Fleksibilitas perubahan regulasi (kecepatan 

perubahan regulasi) 
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No Pernyataan SS S KS S STS 

4. 
Pengguna anggaran patuh terhadap regulasi 

yang ditetapkan oleh Pemerintah dan 

PEMDA 

     

5. 
Aparat pengawas internal pemerintah selalu 

mendampingi selama proses perencanaan 

dan pelaksanaan anggaran 

     

 

4. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) 

No Pernyataan TP P KK SR SL 

 1.  SDM pengelola anggaran memiliki 

pengetahuan yang sesuai dengan bidang 

tugasnya 

     

2. 

PEMDA selalu memberikan kesempatan 

kepada ASN untuk mengikuti DIKLAT 

keuangan daerah 

     

3. 
Setiap ASN memiliki perilaku disiplin dalam 

melaksanakan tugas 
     

4. 
Setiap ASN ditempatkan pada posisi 

yang sesuai dengan keahliannya 

     

5. 

Setiap ASN memiliki kemampuan dalam 

mengkomunikasikan data dan informasi 

keuangan kepada pimpinan dan rekan kerja 

     

 

 

5. Dokumen Pengadaan (X4) 

No Pernyataan TP P KK SR SL 

1. PEMDA memiliki Harga Perkiraan Sendiri 

(HPS) 

     

2. HPS ditentukan berdasarkan keahlian dan 

melalui survei pasar 

     

3. PEMDA selalu mempublikasikan rencana 

pengadaan 

     

4. Seluruh proses dalam rencana pengadaan 

dilakukan secara transparan 

     

5. Rencana kegiatan dilengkapi dengan TOR, 

RAB dan data pendukung 
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6. Uang Persediaan (X5) 

No Pernyataan TP P KK SR SL 

1. Penyediaan Uang Persediaan (UP) selalu 

sesuai dengan kebutuhan 

     

2. Uang Persediaan (UP) selalu dialokasikan 

sesuai dengan peruntukkannya 

     

3. Mekanisme pencairan Uang Persediaan 

(UP) mudah  

     

4. Kelebihan UP/TUP selalu disetorkan ke 

Bendahara Daerah 

     

5. Uang Persediaan (UP) selalu direalisasikan 

tepat waktu 

     

 

 

Terima Kasih 

 


